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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan 

Karena Allah tidak akan menguji ummat-Nya 

hingga diluar bat as kemampuannya .. .. 
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Kupersembahkan 

kepada kedua Orangtuaku 

Karena tidak pernah berhenti 

mendoakan dan selalu berusaha memberikan yang terbaik 

untuk anak-anaknya .. .. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah 

Pada era reformasi ini, pers yang merupakan media penerangan, pendidikan, 

hiburan, dan kontrol sosial bagi masyarakat lebih mendapatkan kebebasannya untuk 

menulis dan menyiarkan berita-berita aktual yang menarik. Kemerdekaan pers 

tersebut harus dijamin karena merupakan hak asasi manusia. Ketentuan tersebut 

disebutkan dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Bab XA tentang HAM 

yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi. 

Kemerdekaan pers dituangkan pada Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan : 

Setiap orang berhak atas kebebasan , meyakini kepercayaan, menyatakan 
pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. 

Kemudian dilanjutkan dengan ayat (3) yang menyatakan: 

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat. 

Pada Pasal 28F juga mendukung kebebasan pers dengan pemyataan : 

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia. 
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Kebebasan pers ini Jebih mendapatkan dukungannya dengan adanya 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut Undang

undang Pers). Dalam Pasal 4 ayat ( 1) Undang-undang tersebut mengemukakan 

bahwa: 

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. 

Kebebasan pers dalam bahasa Inggrisnya disebut Freedom of opinion and 

expression dan Freedom of speech. 1 John C. Meril (1989) merumuskan kebebasan 

pers sebagai suatu kondisi riil yang menunjukkan para pekerja pers dapat memilih, 

menentukan, dan mengerjakan tugas sesuai keinginan mereka.2 Kebebasan pers 

mencakup rangkaian proses dari kehidupan masyarakat yang disebut sebagai fakta 

publik (public fact) dan kemudian menjadi suatu informasi publik (public issue) yang 

selanjutnya disajikan pers pada masyarakat. 

Walaupun demikian, dalam setiap pemberitaan pihak pers harus dapat 

mempertanggungjawabkan berita yang ditulisnya. Berita tersebut haruslah aktual, 

menarik, dan benar. Dalam hal ini, keprofesionalan wartawan dalam melaksanakan 

profesinya harus dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada ketentuan 

Undang-undang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sebelum adanya 

Undang-undang Pers yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik 

memang tidak memiliki sanksi hukum, akan tetapi jika terjadi pelanggaran Kode 

Etik, maka wartawan dapat dikenai sanksi administratif yang berupa teguran, 

1 Masduki, Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, UII Pers, Yogyakarta, 2003, h.8 
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peringatan, schorsing ataupun pemecatan, atau dapat terjadi sanksi pidana jika berita 

tersebut telah dianggap mengganggu ~etertiban umum dan atau merugikan orang, 

organisasi ataupun badan hukum. Tapi, sekarang ketentuan dalam KEWI sudah 

dimasukkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, sehingga jika wartawan 

menyalahi Kode etik ini , maka akap dikenai sanksi hukum sesuai dengan Undang

undang Nomor 40 Tahun 1999. 

Menurut Kode Etik dan Undang-undang Pers, jika ada berita, tulisan, dan 

gambar yang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, maka 

mekanisme yang dapat dipakai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah 

dengan menyampaikan hak jawab dan hak koreksinya secara tertulis atau lisan 

langsung kepada pihak pers dalam hal ini adalah pimpinan media. Hal tersebut ~ecara 

tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (2), yaitu : 

Pers wajib melayani hak jawab. 

Pengertian hak jawab sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 butir 11 Undang-

undang Nomor 40 Tahun 1999, yaitu: 

Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan 
tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan 
nama baiknya. 

Dengan demikian, hak jawab yang diberikan oleh pihak yang dirugikan pers 

haruslah dihormati. Pers juga berkewajiban untuk memuat penjelasan tersebut pada 

2 Ibid. 

' , 
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penempatan dan format yang sesuai pada halaman yang sama seperti berita semula 

(informasi yang dianggap tidak akurat, keliru, dan merugikan pihak yang 

bersangkutan) disertai dengan permintaan maaf. Sebaliknya, pihak yang 

menyampaikan hak jawab juga harus melampirkan bukti-bukti yang akurat atas 

kekeliruan artikel yang telah dimuat dalam media tersebut. 

Tempo merupakan salah satu media cetak yang berupa majalah berita 

mingguan yang pastinya juga mengusung kebebasan dalam menyajikan informasi 

untuk pembacanya. Pada edisi 3-9 Maret 2003 dalam beritanya yang berjudul "Ada 

Tomy di Tenabang?" yang menceritakan mengenai peristiwa kebakaran di Tanah 

Abang. Tempo pada edisi ini menimbulkan masalah yang berkepanjangan, karena 

dalam beritanya menimbulkan kesan yang akhirnya dianggap merugikan salah satu 

pihak yang disebutkan dalam artikel tersebut. 

Adalah Tomy Winata yang disebut-sebut dalam artikel "Ada Tomy di 

Tenabang?". Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Tomy Winata telah 

menyerahkan proposal sehubungan dengan proyek Tanah Abang yang kemudian 

terbakar. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh narasumber yang dirahasiakan 

identitasnya. Maka, artikel tersebut menimbulkan sebuah kesan seolah-olah bahwa 

Tomy Winata berada dibalik penyebab kebakaran di Pasar Tanah Abang. Tomy 

Winata pun merasa dirugikan nama baiknya, karena sebenarnya Tomy belum 

menyerahkan proposal tersebut dan tentunya bukan dia yang berada dibalik peristiwa 

terbakamya pasar Tanah Abang. 
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Tomy Winata yang merasa dirugikan memberikan Hak Jawabnya kepada 

pihak Tempo bahwa berita pada edisi 3-9 Maret 2003 tersebut dinilai tidak akurat dan 

merugikan nama baiknya karena berita tersebut menimbulkan kesan bahwa Tomy 

Winatalah yang berada dibalik penyebab kebakaran pasar Tanah Abang dan ia 

disebut-sebut sebagai pemulung besar. Padaha], dalam kamus Bahasa Indonesia, 

Pemulung dapat diartikan sebagai orang yang mencari nafkah dengan jalan mencari 

dan memungut serta memanfaatkan barang-barang bekas dengan menjualnya kepada 

pengusaha yang akan mengolahnya kembali menjadi barang komoditi. 

Pihak Tempo temyata mengabaikan hak jawab dari Tomy Winata. Hak Jawab 

Tomy Winata tidak dimuat pada edisi-edisi berikutnya. Sikap Tempo ini tidak sesuai 

]agi dengan Kode Etik Wartawan Indonesia butir 7 yang menyatakan secara jelas 

bahwa : 

Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam 
pemberitaan serta melayani hak jawab. 

Dengan kata lain, wartawan Indonesia harus segera mencabut dan meralat 

pemberitaan dan penyiaran yang keliru dan dianggap tidak akurat dengan disertai 

permintaan maaf Ralat tersebut juga harus ditempatkan pada halaman yang sama 

dengan pemberitaan sebe]umnya, dengan demikian diberikan kesempatan untuk 

mengklarifikasi bagi pihak yang dirugikan. 

Hingga pada akhimya Tomy Winata dengan Kuasa Hukumnya mengajukan 

somasi kepada Tempo, yang juga akhirnya diabaikan. Maka, jalan satu-satunya untuk 
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meluruskan masalah ini adalah melalui pengadilan, karena Tempo tidak dapat 

membuktikan kebenaran artikel yang dimuat pada edisi 3-9 Maret 2003 tersebut. 

Lain halnya dengan kasus Kepala Kantor Wilayah Transmigrasi di Irian Jaya 

yang dicemarkan nama baiknya oleh sebuah harian yang menuduhnya telah 

melakukan korupsi . Ia menulis hak jawab atas pemberitaan tersebut, tapi hak jawab 

tidak pemah dimuat sampai akhirnya harian itu berubah menjadi tabloid mingguan. 

Kepala Kanwil Transmigrasi membawa kasusnya ke pengadilan mengingat 

pelanggaran hak jawab dapat dikenai sanksi pidana, yaitu menurut Pasal 18 Undang

undang Nomor 40 Tahun 1999. Maka pengadilan memutuskan, " adalah hak 

perusahaan pers kapan akan memuat hak jawab". Dengan demikian, Kepala Kanwil 

Transmigrasi harus menunggu kapan hak jawabnya akan dimuat oleh media cetak 

tersebut. 

Contoh diatas menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan 

tentang Pers, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut tidak jelas dalam 

mengatur hak jawab. Tidak ada batasan jangka waktu untuk pers untuk memuat hak 

jawab. Artinya, Undang-undang tidak mengatur tentang batasan sampai kapan hak 

jawab tersebut harus dimuat, sehingga menjadi wewenang perusahaan pers kapan 

akan memuat hak jawab, di sisi lain pihak yang dirugikan harus menunggu hak 

jawabnya dimuat di media yang bersangkutan. 
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Sesuai dengan latar belakang diatas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah cara menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers? 

2. Apakah sanksi yang dapat diberikan kepada pihak pers jika hak jawab tersebut 

diabaikan? 

2. Penjelasan Judul 

Hak jawab menu.rut Pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 

tentang Pers adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan 

tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama 

baiknya. Kata hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu; atau kekuasaan yang 

benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.3 Kata Jawab berarti sahut; balas.4 

Mekanisme berarti cara.5 Penyelesaian dalam kamus Bahasa Indonesia ini berarti 

proses, perbuatan, cara menyelesaikan.6 Sedangkan arti pers adalah usaha percetakan 

dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui 

surat kabar, majalah dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita.7 

3 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, ed 2, cet 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, h. 334 

4 Ibid h. 405 
5 Ibid h. 642 

6 Ibid h. 899 
7lbid h. 759 
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